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WALIKOTA KEDIRI

PERATUMN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR hI TAHUN 2AL2

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WAUKOTA KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 2OL2 TENTANG PENJABAMN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN tsEI.ANJA DAEMH
TAHUN ANGGAMN 2012

WALIKOTA KEDIRI,

bahwa berdasarkan surat dari SKPD perihal permohonan pergeseran

kode rekening gaji, maka dipandang perlu untuk melakukan

perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 tahun lALz

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 20t2;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 20Lz

tenBng Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 20L2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jatm Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 ) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

t994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tW4 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 3569);

Menimbang : a.

Mengingat : 1.
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Z:AM hntang Perbendaharaan

Negara (Lembaran ttfegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun ZAA4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung lawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorl400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aaZD;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20M Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 iahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2404 Nomor L26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

l0.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);
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ll.Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523il ;

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2A04 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2404 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44,16) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 21

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4712);

l3.Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelotaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Nqara

Republik Indonesia Nomor a502);

l4.Peraturan Pemerinhh Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4503);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Nqara Republik Indonesia Nomor

a575);

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576);

lT.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);
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l9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Z0.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 46L4);

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2A07 tentang Pembagian

Urusan PemerinBhan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun lAAV Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2A07 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4972);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara

pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor' L23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

20Ltt
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2T.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,

Pengajuan, Pengeluaran Dan Laporan Per€nggungjawaban

Penggunaan Bantuan Paftai Politik;

2S.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2AL2;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosil yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

30.Peraturan Daerah Kota Kediri Nornor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006

Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3lA) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2407

(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2AA7 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 10);

3l.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kota Kediri;

32.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekeatriat Daerah Kota Kediri dan

Sekretariat DPRD Kota Kediri;

33.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri;

34.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri;

35.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 TEhun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;

36.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor I Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri.

3T.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 24 Tahun 2(89 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2010-

20L4;

3S.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun }ALZ tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2:A12.
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Menetapkan : PERATURAN WAUKCTIA TENTANG PERUHHAN ATAS PERATUMN

WAUKOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN z0t2 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.AN]A DAERAH TAHUN ANGGAMN

20L2.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini merubah lampiran II Peraturan Walikota Kediri Nomor 6

Tahun zAtZ tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 24L2.

Pasal 2

(1) Perubahan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dirinci lebih lanjut

dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini ;
(2) Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini ;
(3) Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Walikota ini dituangkan dalam dokumen

pelaKanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai krlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 25 -7 - 2AI2

Diundangkan di Kediri
Padatangsal*1-l -ZAL2

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA KEDIRI

WAHYUDI

BERTTA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN ?IOLLNOMOR bI
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LqrIrP[str a

PETT'EI-ASAI{

SMF Syaraf

12 Bln x 5r.960.363,00 = 623.524.356,00
SMF Anestesi

12 Bln x 91.332,757,00 = 1.095.993.08{,00
SMF Kulit K€lamin

12 8ln x 32.782.134,@ = 393.385.508,00
SMF Mata

12 Bln x 25.980.612,00 = 311,76?.144p0
SMF THT

12 Bln x 41,212,983,00 = a9a.555.796,00
SMF Gigi

12 Bln x 14.245.213,00 = 170.92.556,00
SMF Penunjang Medis

12 Bh x 206.832.013,00 = 2.2t81.984.156,00
sMF Kedaruratan Medis (uGD)

12 Bln x 51.323.09200 = 615,877.15a,00
Instabsi Farmasi

12 Bln x 82.368.657,00 = 988.a8.884,00

Gaji Pokok PNS

Golongan IV
1 thn x 1,034.807.000,00 . 1.034.807.000,00

Ciolongan III
I thn x 5.403.990.000,00 = 5.403.990.000,00

Golongan II
I thn x 12.302.699,000,00 = 12.302.699.000,00

Golongan I
1 thn x 1.494.721.000,00 = 1.494.72r.000,00

Tunjangan Keluarga

Golongan IV
I thn x 92.029.000,00 - 92.029.000,00

Golongan IIi
I thn x 480,591.000,fl) = 480.591.000,00

Golongan U
1 thn x 1.094.112.000,00 = r.094.r12.000,00

Golongan I
I thn x 132.930.000,00 = 132.930.000,00

Tunjangan Jabatan

Golongan IV

r Et qtul ol I

Nomor
rvoilAutd l\tsull I

: 31 Tahun 2012

,UMLAH

1.02 .1.02.02. 00 , 00. 5

1.02, 1.02.02. 00. 00. 5. 1

1.02.1.02.02.@.00

1.02. 1.02.02. 00. 00. 5. 1 . I
1.02. 1.02,02. 00. 00. 5. 1 . 1. 01

1.02. 1,02.02. 00. 00. 5. 1. 1 . 01 . 01

BELAT{JA

BELAT{'A TIDAK TANGSUNG

Ilon Kegiatan

BelanJa pegawai

Gaji dan Tunjangan

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Tunjangan Keluarga

Tunjangan Jabatan 2)

30.142.825.000,00

30.142.825.000,00

27.153.025.000,00

20.236.217.000,00

PENIABAMNAptsD - t. 02. 02 Rumdhsakitunum DaeahQamdran
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1 2 I 4

2.03. 2.07.01. 20. 0r . 5. 2. 2. 01 . 03

2.03. 2.07.01. 20, 0r . 5. 2. 2. 03

2.03, 2.07.01. 20, 01 . 5, 2. 2. 03. 12

2.03. 2.07,0r . 20, 0r, 5. 2. 2. 06

2.03. 2.07.01 . 20. 0l . 5. 2. 2. 06. 01

2,03.2.07,0t. 20.01 ,5 ,2.2, 06. 02

2.03. 2.07.01 . 20. 01 . 5, 2. 2. t5
2.03, 2.07.01 . 20, 01 . 5. 2, 2. 15. 02

Bdan! Al* l.lstlk dan Elekhonlk ( tampu Pltsr, EatEry Kerirg)

B€lafiJa lasa lQntor

BdanJa Jasa PuUlkesyDdrurnrbd

Belan a Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak

BelanJa Fenggardaan

BdanJa Perialanan Dinas

BelanJa ffialanan Dlnas Llar Daerah

$rRPUrS / (DEE$r)

81.000,00

r;l
iil
illi
.,ti

},d
,tilt

t#t
KI

rfl
:Lli

,lH

ffi

it

1!l

108.000,00

1(8.0(x),00

$7.500.00

425.000,00

52.5m,00

6.622.500,00

6.622,500,00

(3.891.995.000,00)
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